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KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses distribusi dana dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepala desa, dan masyarakat setempat. Dana desa digunakan untuk berbagai program pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan desa, jembatan, pasar desa, dan fasilitas olahraga, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
2.	Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pemerintah daerah Deli Serdang telah melakukan sosialisasi yang efektif kepada kepala desa dan perangkatnya mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Hal ini meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien.
3.	Pelaksanaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang telah membawa berbagai keberhasilan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penurunan angka stunting melalui program pola hidup sehat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa meningkat, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program desa.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan program ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program.
“Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut. Orang-orang hebat hampir selalu menjadi orang jahat, bahkan ketika mereka menggunakan pengaruh dan bukan otoritas; terlebih lagi ketika Anda menambahkan kecenderungan kepastian korupsi oleh otoritas. Kekuasaan yang despotik selalu disertai dengan kerusakan moralitas. Otoritas yang tidak ada bagi Kebebasan bukanlah otoritas tetapi kekuatan. Semua orang ingin mendapatkan kekuasaan sebanyak yang dimungkinkan oleh keadaan, dan tidak ada seorang pun yang akan memilih peraturan yang tidak dapat diganggu gugat. Kekuasaan absolut dapat menurunkan moral.”[footnoteRef:1] [1:  John Emerich Edward Dalberg Acton (Lord Acton), surat kepada Uskup Mandell Creighton, 5 April 1887] 

SARAN
1. Mengembangan Program Berkelanjutan Mendorong pengembangan program-program yang berkelanjutan dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengembangkan potensi wisata desa dan usaha ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
2.	Meningkatan Kapasitas dan Kompetensi dengan menambah program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan perangkat desa mengenai manajemen keuangan dan administrasi desa. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola dana desa secara efektif.
3. 	Pengawasan dan Evaluasi Pemerintah daerah tetap harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan perencanaan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi agar tercipta transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik.
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